Menimbang

Mengingat

BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA

NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara

W\Republik Indonesia Nomor 4936); &
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, @ Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita

M Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); &,



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua
Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu
Raijua Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah
Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun
2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu
Raijua Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk
periode S (lima) Tahun.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) Tahun.

4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam

M penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. ﬁ



5. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
7. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2026 yaitu sebagai
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Penentuan
pilihan program/kegiatan/sub kegiatan tahunan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yaitu
mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari
RPJMD Tahun 2021-2026 berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran,
program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat
Indikatif.

(3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja
Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

a. Babl : Pendahuluan;

b. Bab Il : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

c. BablIll : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
d. BabIV : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan;

e. BabV : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;

f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Bidan Urusan; dan

g. Bab VII : Penutup.

Pasal 6

Uraian terperinci Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
W tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ﬁz



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di  Seba
pada tanggal 4 Maret 2022

SABU RAIJUA,{

<~ Diundangkan di Seba
pada tanggal 4 Maret 2022




